
 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 
 

NOMOR    14    TAHUN 2013        
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

PROVINSI SUMATERA SELATAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 
Menimbang : bahwa   dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan serta untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 

Tahun 2012, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor  70, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1814); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 
2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5334); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk 
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera 
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 
2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera 
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 
2012 Nomor 6); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

dan 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN 
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SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI 

SUMATERA SELATAN. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam  Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah : 

a. Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2010 Nomor 3 Seri D); 

b. Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2012 Nomor 6). 

diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai   berikut : 
 

Pasal 24 
 

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas memberikan 

pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas 

pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian 

perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

perangkat daerah di bidang pembinaan administrasi 

pembangunan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 

pembantuan serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah. 

 

2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 25 
 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24, Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi : 
a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan 

perangkat daerah di bidang urusan pembinaan administrasi 
pembangunan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 
pembantuan; 

b. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi  
perangkat daerah di bidang urusan pembinaan administrasi 
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pembangunan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 
pembantuan; 

c. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat 
daerah di bidang urusan layanan pengadaan barang/jasa 
pemerintah;  

d. pembentukan kelompok kerja pengadaan barang dan jasa; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
 

3. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 26 

 
(1) Biro Administrasi Pembangunan, terdiri dari : 

a. Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Program, membawahi 3 
(tiga) Subbagian yaitu : 
1. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; 
2. Subbagian  Tata Usaha; 
3. Subbagian Program. 

b. Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan 
Desentralisasi, membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu : 
1. Subbagian Pembinaan Administrasi Pembangunan 

Desentralisasi;  
2. Subbagian Pembinaan Administrasi Pembangunan 

Pembantuan Kabupaten/Kota. 
c. Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan 

Dekonsentrasi, membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu : 
1. Subbagian Pembinaan Administrasi Pembangunan 

Dekonsentrasi;  

2. Subbagian Pembinaan Administrasi Pembangunan 

Tugas Pembantuan. 

d. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu : 

1. Subbagian Umum dan Pelayanan; 

2. Subbagian Data, Informasi dan Pengaduan. 
 

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan  adalah sebagaimana tercantum pada 
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 
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Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

 
 

Ditetapkan   di Palembang 

pada tanggal  27 Desember 2013 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

        dto 
 

 
H. ALEX NOERDIN 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Diundangkan di Palembang 

pada tanggal  30 Desember 2013                       

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
SUMATERA SELATAN, 

 
dto 

 
 

MUKTI SULAIMAN 
 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN  2013 NOMOR : 14                  

 


